
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI KONAWE UTARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERIBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(APBD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 PASAL 120 HURUF m YANG
MENGATUR TENTANG BESARAN TUNJANGAN PROFES1 DOKTER

Menimbang

b
.

bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Utara dapat berjalan efektif dan efisien, maka dipandang perlu mengatur

dan menctapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Konawe Utara;

Mengingat 1
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tenlang Pembentukan Daerah

Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4685);

2
. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir undang-undang nomor
28 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 246);

3
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih bebas dari Korupsi, Kolusi. dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);

4
. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

6
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggunjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66
1 ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

8
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921);










